
KEPUTUSAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:
KM12/PW007/Mkp03

TENTANG

PENETAPAN KERATON BOROKO, ISTANA MANGANITU,
BENTENG AMURANG, GEREJA TUA GMIM, DAN MASJID AR-RAHMAN BULILA 

YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA 
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS 

YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Keraton Boroko, Istana Manganitu, Benteng Amurang, 
Gereja Tua GMIM, dan Masjid Ar-Rahman Bulila yang berlokasi di 
wilayah Propinsi Sulawesi Utara, mempunyai nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang 
perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas 
beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs 
yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara R.l. Tahun 1992 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3470);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara R.l. Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan 
Undany-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda cagar Budaya (Lembaran Negara R.l. Tahun 1993 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3516);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.l. Tahun 2000 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 
tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
KM.33/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;



Menetapkan :
Pertama

Kedua

Ketiga

M E M U T U S K A N

Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungannya yang
terdiri atas:
1. Keraton Boroko yang terletak di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, 

Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara.
2. Istana Manganitu yang terletak di desa Taolarame, Kecamatan 

Manganitu, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara.
3. Benteng Amurang yang terletak di Kelurahan Uruwena Satu, 

Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi 
Utara.

4. Gereja Tua GMIM yang terletak di Desa Watumea, Kecamatan Eris, 
Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara.

5. Masjid Ar-Rahman Bulila yang terletak di Desa Bulila, Kecamatan 
Telaga, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara.

Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut
pada diktum “Pertama” sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
(1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs 

cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
ini, sejak keputusan ini ditetapkan :
a. Dilarang untuk mengubah bentuk atau wama, merusak, 

memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar 
budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya.

b. Dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang 
dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya 
Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang- 
undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

c. Dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah 
yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas 
sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini.

(2) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs 
cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan 
Kedua Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :
a. Merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan 

atau wama serta memugar, dan memisahkan bangunan, benda- 
benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1992.

b. Memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari 
kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya 
Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang- 
undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

c. Mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang 
berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas 
sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini.



Keempat

Kelima

Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum 
“Pertama” dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan 
diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

//.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 4 M aret 2003

MENTERI k e b u d a y a a n  dan  
PARIWISATA



SALINAN
LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA

NOMOR:

1. Benteng Baadia
Batas-batas

• Utara
• Timur
• Selatan
• Barat 

Luas bangunan 
luas tanah 
Status Pemilikan

Perkebunan Rakyat 
Perkebunan Rakyat 
Perkebunan Rakyat 
Perkebunan Rakyat 
4.389 m2 

m2
Negara (Pemda Buton)

2. Benteng Keraton Buton
Batas-batas 

• Utara Pemukiman
• Timur Pemukiman
• Selatan Pemukiman
• Barat Pemukiman

Luas bangunan 2.740 m’ (Panjang keliling tembok bangunan 2740 m2)
luas tanah m2
Status Pemilikan Masyarakat Buton

3. Benteng Bingkudu
Batas-batas

• Utara Kebun penduduk
• Timur Kebun penduduk
• Selatan Kebun penduduk
• Barat Kebun penduduk

Luas bangunan - m2
luas tanah - m2
Status Pemilikan Negara (Pemda Muna)

4. Kompleks Gua Prasejarah Pulau Muna
Batas-batas

• Utara
• Timur
• Selatan
• Barat 

Luas bangunan 
luas tanah 
Status Pemilikan

Hutan semak belukar
Hutan semak belukar
Hutan semak belukar
Hutan semak belukar
-  m 2
- m 2
Negara



5. Masjid Ar-Rahman Buiiia
Batas-batas

• Utara
• Timur
• Selatan
• Barat 

Luas bangunan 
Luas tanah 
Status Pemilikan

Perumahan penduduk 
Terminal
Perumahan penduduk 
Kebun
1.003 m2 (bangunan induk 376 m, serambi 627 m) 

m 2
Masyarakat Desa Bulila


